PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 1 TAHUN
2016 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o

bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan dengan
peraturan perundang-undangan yang baru perlu dilakukan
pdrubahan terhadap Peraturan Bupati Wonogiri Nomor
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan
Bantuan  Sosial Yang Bersumber Dari  Anggara
Pénadapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Wonogiri,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pérubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri;

U

Peémbentukan Dacrah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, (Berita NegaraRepublik

In
U
Pc
K
I

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

1donesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

SALINAN

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

KABUPATEN WONOGIRI

BUPATI WONOGIRI,

]

—

-

nhdang-UndangNomor 13 Tahun 1950 tentang

donesia tanggal 8 Agustus 1950);
ndang-UndangNomor 28 Tahun 1999 tentang
'nyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari

orupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
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10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangar
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentan
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
N¢gara Republik Indonesia Nomor 4355);
Ut
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Ne¢gara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200
N¢
Nomor 4400 );
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentan

Périmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat da

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik

n
Pémerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik

-

001

-~

1dang-Undang Nomor 15 Tahun 2004  tentang

=

ymor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

<

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Lo 1 B Sl 7

(escjahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia

N
U
K
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negarg
R
U
P

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

i 5 (]

cgara Republik Indonesia Nomor 4456);
ndang-Undang Nomor 11  Tahun 2009 tentang

epublik Indonesia Nomor 4967);
ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
emerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik

1donesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan L(—:mbarzllr

omor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
emerintahan  Dacrah  (Lembaran  Negara Republik
hdonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaral

egara Republik Indonesia Nomor 5769);

—
A

eraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tenta




L1,

12,

13-

14.

15.

16.

L7

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tats
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaat
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5202);
Pdaraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hiba
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

Pe

Péngelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik

I

—_

1

Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negaré

Rdpublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahar

-

donesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

raturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang

£

= S— A

Pératuran Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Péngadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negar
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 200
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daera
s¢bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengd

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201

[=iis v B o B =

Do

téntang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaarn

Keuangan Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahur

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008

éntang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan

entang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosia

(o T oy [

012 Nomor 310);

ertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;

eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

ang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanj
)acrah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
engan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahumn
018 tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Menteri

dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedomgt

3




18.

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATA
PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 1 TAHUN 201
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAI
SOSI
DAEE

Beberapa ketentuan dal
tentang Tata Cara Pembe
dan Belanja Daerah Kabu

2016 Nomor 1 ) sebaga

Tahun 2016 tentang

Tentang Tata Cara Pem
Anggaran pendapatan d
Kabupaten Wonogiri Tahu
1. Ketentuan ayat (2) ,

berbunyi sebagai beri

(1) Hibah sebagaima

dan/atau jasa.

Pe

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negardg

Re
Pe

20
(Ldmbaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor
22
Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

D¢

Pe

Ndmor 22 Tahun 2012 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaar
Kduangan Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Wonogir
Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah

K4

Pe

mberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dar

publik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15 );
raturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun

12 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri

1]

erah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2017 tentang

A

rubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogir

T

bupaten Wonogiri Nomor 160);

MEMUTUSKAN :

AL DAR!I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJ
RAHKABUPATEN WONOGIRI.

Pasal |

in 2016 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

ayat (4) dan ayat (5) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal
kut :

Pasal 4
ha dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang

Jd

2 L UX

am Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 20]6
rian Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan
paten Wonogiri ( Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahuu
mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8
-ubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri 1 Tahun 20]¢
berian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dar

an Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri ( Berita Daeral




3.

(2) Pemerintah Daerah/ dapat memberikan Hibah kepada :

a.
b.

o

=

(3) Pemberian Hibah
memprioritaskan
pilihan.

(4) Pemberian Hibah
menunjang pencapaian sasaran, program dan kegiatan Pemerintah Daerg
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfa
untuk masyarakat

(5) Pemberian hibah
paling sedikit:

b.

e.
Ketentuan Pasal S dihapus.

Ketentuan Pasal 6 dillbah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

(1) Hibah kepada pe
(2)
pemerintah non
Kabupaten Wono

(2) Hibah kepada P

pasal 4 ayat (2

pemerintah pusat;

pemerintah daerah lainnya;

badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah: dan/atau
badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum

Indonesia

peruntukannya secara spesilik telah ditetapkan;
bersifat tidak wajib, tidak mengikat, dan;

lidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

1)

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan atau
2) ditentukan| lain oleh peraturan perundang-undangan.
memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan; dan

memenuhi pensyaratan penerima Hibah.

huruf

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriter

kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggarag

pemerintah daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan

Pasal 6

diberikan kepada satuan kerja dari kementrian/lembaga

kementrian yang wilayah kerjanya berada dalam wilay

ziri.

5

sehagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah

pemenuhan  belanja urusan wajib dan belanja urusdn

merintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4aya

emerintah Dacrah lainnya sebagaimana dimaksud dalam

) huruf b diberikan kepada daecrah otonom baru hgs

1K
18

X X1
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+

pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang
undangan.
(3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayat (2) huruf c¢|diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) hurufl ¢ diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah
yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengdn
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) huruf d diberikan kepada :

a. Badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang
dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. Badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah
memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam
Negeri, Gubernur atau Bupati;

c. Badan dan ldmbaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosjal
kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyaraka

hukum adat se¢panjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangat

=

masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/at

¥

o]

Pemerintah Dderah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpin
instansi vertikdl atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesud!
dengan kewendngannya;
d. Koperasi yang| didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang
undangan dan/memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daera

sesuai dengan kewenangannya.

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indones
sebagaimana dimaksuddalam pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepd
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisa
kemasyarakatan | yang berbadan hukum perkumpulan yang telah
mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementrian yang membidan
urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perature

perundang-undangan.

— - -

=3




4. Ketentuan pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayal

(5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :

a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;

b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau

sebutan lainnyal; dan

berkedudukan ¢falam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/ata
badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administras

Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaraf

program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalan
Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
a. telah terdaftar pada kementrian yang membidangi urusan hukum dan hak
asasi manusia;
b. berkedudukan | dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah ya
bersangkutan; dan

c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
Ketentuan ayat (4) pasal 15 diubah, sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut

Pasal 15

(1) Bupati menetapka
barang atau jas
berdasarkan Pera

Penjabaran APBD

(2) Daftar penerima

penyaluran/penyct

(3) Penyaluran/peny¢rahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada peneri

Hibah dilakukan
(4) Pencairan
pembayaran lang

undangan.

setelah penandatanganan NPHD.

Hibah

turan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentd

Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi da

srahan Hibah.

sung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perunda

n daftar penerima Hibah beserta besaran uang atau jenis

sa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupal

U’
<

Il

dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanism

A

—
¥




6. Ketentuan pasal 26 diubah, sehingga pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Bantuan Sosial

sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a, terdiri atas Bantuan Sosial

kepada individu da
direncanakan sebel
Bantuan Sosial ya
dialokasikan

alamat penerima dé

Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (I

berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPI

terkait.

Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3

paling tinggi S0%

berdasarkan usulan dari calon penerima.

Tata cara pengajua

(3) diatur sebagai b

a. Kepala SKPD m
TAPD dengan m

b. TAPD atas usul
dengan prioritas

¢. Usulan kepala
pencantuman

Penetapan dan F

Anggaran Semer

Bantuan Sosial ya
dimaksud pada ay
yang tidak dapat ¢
ditunda penangang

bagi individu dan/4

Pagu alokasi ang
sebagaimana dima

yang direncanakan

kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama

Pasal 26

individu

=

berupa uang kepada dan/atau keluarg

n/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapa

umnya.

ng direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (I

n besarannya pada saat penyusunan APBD.

|

(lima puluh persen) dari pagu Bantuan Sosial yan

g

n usulan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
erikut :
engajukan usulan tertulis kepada Bupati melalui Ketua

clampirkan rekomendasi pemberian Bantuan Sosial;

=
—

an Kepala SKPD sebagaimana dimaksud hurufl a, sesu:

dan kemampuan keuangan daerah;

SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasd
alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan

erubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon

1Ltara.

ng tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
at (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial
liperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila
innya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar

tau keluarga yang bersangkutan.

voaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

ksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

—

—

st

—




Pasal II
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupali

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 27 Juni 2019

BUPATI WONOGIRI,
Cap.ttd

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 27 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI

Cap.ttd

SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019 NOMOR 27
Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
ASIST DMINISTRASI UMUM

ANTO, SH| M.Si
gﬁ bina Tingkat |
9700904 1998031 1 009
N~/

%)
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